PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 9 TAHWN 1963
TENTANG
PEMBER AN PERBAl KAN- PENGHAS! LAN PENGHASI LAN PERALI HAN
KEPADA BEKAS PEGAWA NECER S Pl L/ ANG3OTA KEPCLI S AN
NEGARA SERTA JANDA DAN ANAK YATI M Pl ATUNYA

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a. bahwa dal am bat as kerungki nan keuangan Negara, dianggap perlu untuk
nenber i kan perbai kan penghasi| an kepada para bekas pegawai Negeri
S pil/anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim pi at unya
nereka, yang nenerinma pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat
pensi un;

b. bahwa disanping itu dianggap perlu untuk nenyederhanakan beberapa
ket entuan kepegawai an yang berlaku bagi gol ongan penerina pensiun
dan/ atau tunj angan yang bersifat pensiun ternaksud,

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;

2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Penerintah No. 47 tahun 1952 (Lenbaran-
Negara tahun 1952 No. 77), juncto Peraturan Penerintah No. 36 tahun
1954 (Lenbar an- Negara tahun 1954 No. 57);

3. Peraturan Penerintah No. 35 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun 1957
No. 89) juncto Peraturan Penerintah No. 61 tahun 1958 (Lenbaran-
Negara tahun 1958 No. 147);

4., Pasal 7 dan 8 Peraturan Penerintah No. 7 tahun 1959 (Lenbaran-Negara
tahun 1959 No. 10) juncto Peraturan Penerintah No. 225 tahun 1961
(Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 281);

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 20 Maret 1963;

Mermut uskan:

Dengan nenbatal kan segala ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan ini, nenetapkan :

Per at ur an Presi den t ent ang penber i an per bai kan- penghasi | an/

penghasi | an-peral i han kepada bekas pegawai Negeri S pil/ anggota

Kepol i sian Negara serta janda dan anak yati nipi at unya.

Pasal 1.

Kepada pegawai Negeri S pil dan anggota Kepoliisian Negara yang
di berhenti kan dari jabatan Negeri pada atau sesudah tanggal 1 Mi 1963
dengan hak untuk nenerima pensiun dalam nata uang rupiah (Rp.), diberikan
tunjangan isteri (suam), tunjangan anak, tunjangan kenahal an unum
sunbangan paj ak Negara dan tunj angan kermahal an set enpat nenurut persent asi
dan berdasarkan ket ent uan-ket entuan yang berl aku bagi pegawai Negeri S pil
dan anggot a Kepol i si an Negara masi ng- nasi ng.

Pasal 2.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepada bekas pegawai Negeri S pil dan anggota Kepolisian Negara,
serta janda dan/atau anak yatinmpiatunya, yang sebelum 1 Mi 1963
sudahl ah neneri ma penghasi |l an dal am nata uang rupi ah (Rp), diberikan
perbai kan penghasilan sebagai tanbahan, sebesar 50% (lina pul uh
perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan
per at ur an- per at uran yang berl aku terhadap nereka hingga tanggal 1 Mei
1963.

Yang dimaksud dengan "penghasilan bersih" pada pasal 1 ini ialah
peneri naan- peneri maan yang terdiri dari

pokok pensi un,

t unj angan- kermahal an- daer ah,

t unj angan- kel uar ga,

t unj angan- kermahal an- unum

t anbahan- t anbahan penghasi | an, dan

sunbangan paj ak Negara, dikurangi dengan paj ak pendapat an/ paj ak
upah.

Yang dinaksud dengan kata "Pensiun" dalam peraturan ini adal ah
"pensi un dan/ atau tunj angan yang bersifat pensiun”.

ToeooTR

Pasal 3.

Kepada janda dari pegawai Negeri S pil dan anggota Kepolisian Negara
yang neni nggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dal am hal
janda itu berhak nenerina pensiun dalam nata-uang rupiah (Rp.)
ber dasar kan gaj i pokok nenurut Peraturan Penerintah No. 200 tahun 1961
(Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Penerintah No. 202
tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961 No. 241), diberikan tunjangan
anak, tunjangan kenahal an unum sunbangan paj ak Negara dan tunj angan
kenahal an setenpat nenurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri S pil dan anggota
Kepolisian Negara nasing-nasing, ditanbah dengan penghasil an
peralihan bulanan sebesar 50% (lina puluh perseratus) dari
penghasi | an ber si h.

Yang di maksud dengan "penghasilan bersih" pada ayat (1) pasal 3 ini

i al ah peneri naan- peneri maan yang terdiri dari

pokok- pensi un,

t unj angan anak,

t unj angan kemahal an unum

sunbangan paj ak Negara, dan

tunjangan  kemahal an  setenpat, di kur angi dengan  paj ak
pendapat an/ paj ak upah.

Kepada janda dari penerima pensi un sebagai bekas pegawai Negeri S pil

dan anggota Kepolisian Negara yang neninggal dunia pada atau sesudah
tanggal 1 Mei 1963, dalamhal janda itu berhak nenerima pensiun dal am
mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gaji pokok yang berl aku sebel um
tanggal 1 Januari 1961, diberikan perbai kan penghasilan sebesar 50%
(I'trma pul uh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterina
ber dasar kan per at ur an- perat uran yang berl aku terhadap nereka hi ngga 1
Mei 1963.

Yang di maksud dengan "penghasilan bersih" pada ayat (3) pasal 3 ini

i al ah peneri naan- peneri maan yang terdiri dari :

a. pokok pensi un,

b. t unj angan kerahal an daer ah,

0T



1)

(2)

(3)

(4)

(1)

t unj angan kel uar ga,

t unj angan kemahal an unum

t anbahan- t anbahan penghasi | an, dan

sunbangan paj ak Negar a, di kur anngi dengan paj ak
pendapat an/ paj ak upah.

O

Pasal 4.

Kepada anak yati mdan/atau anak yatimpiatu dari pegawai Negeri S pil
dan anggota Kepolisian Negara yang neninggal dunia pada atau sesudah
tanggal 1 Mei 1963, dal am hal anak yatim dan/atau anak yatim piatu
itu berhak rnenerima pensiun dal am nata uang rupi ah (Rop.) berdasarkan
gaji pokok nenurut Peraturan Penerintah No. 200 tahun 1961 (Lenbaran-
Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Penerintah No. 202 tahun
1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961 No. 241), diberikan tunjangan anak,
tunjangan kenahal an unum sunbangan pajak Negara dan tunjangan
kenahal an setenpat nenurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri S pil dan anggota
Kepolisian Negara nasing-nasing, ditanbah dengan penghasil an
peralihan bulanan sebesar 50% (lina puluh perseratus) dari
penghasil an bersihnya dengan ketentuan bahwa apabila diberikan
pensiun untuk lebih dari 1 (satu) orang anak yatim piatu naka
perhi tungan untuk tunjangan anak dilakukan untuk senua anak yang
nenenuhi syarat -syarat di kurangi dengan satu orang anak.

Yang di maksud dengan "penghasilan bersih" dal am ayat (1)pasal 4 ini
i al ah peneri naan- peneri maan yang terdiri dari

pokok- pensi un,

t unj angan anak,

t unj angan kemahal an unum

sunbangan paj ak Negara, dan

tunjangan  kemahal an  setenpat, di kur angi dengan  paj ak
pendapat an/ paj ak upah.

Kepada anak yati mdan/atau anak yatimpiatu dari pegawai Negeri S pil
dan anggota Kepolisian Negara yang neninggal dunia pada atau sesudah
tanggal 1 Mei 1963, dalam hal anak yatim dan/atau anak yatimpiatu
itu berhak rnenerima pensiun dal am nata uang rupi ah (Ro.) berdasarkan
gaji pokok yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, diberikan
per bai kan- penghasil an sebesar 50% (linma puluh perseratus) dari
penghasilan bersih yang berhak diterina berdasarkan peraturan-
perat uran yang berl aku terhadap nereka hingga 1 Mei 1963.

Yang di maksud dengan "penghasilan bersih" pada ayat (3) pasal 4 ini
i al ah peneri naan- peneri maan yang terdiri dari

pokok- pensi un,

t unj angan- kermahal an- daer ah,

t unj angan- kel uar ga,

t unj angan- kermahal an- unum

t anbahan- t anbahan penghasi | an, dan

sunbangan paj ak Negara, dikurangi dengan paj ak pendapat an/ paj ak
upah.
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Pasal 5.

Junt ah "perbai kan penghasil an" ternaksud pada pasal 2 ayat (1) pasal
3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (3) dan "penghasilan" ternaksud pada



pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) peraturan ini, dibulatkan
keat as nenj adi rupi ah penuh.

(2) "Perbai kan penghasilan", dan "penghasilan peralihan" tersebut dal am
peraturan ini adal ah bebas dari paj ak.

Pasal 6.

(1) Kepada nereka yang nenerina gaji pokok/gaji bul anan nenurut peraturan
gaji yang berlaku bagi pegawai Negeri S pil atau anggota Kepoli sian
Negara disanpi ng pokok pensiun yang berhak diterima sesudah 1 Mei
1963, diberikan tunjangan isteri (suam), tunjangan anak, tunjangan
kemahal an unum tunjangan kenahal an setenpat dan sunbangan paj ak
Negara dihitung nenurut persentasi dan berdasarkan ket ent uan-
ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri S pil atau anggota
Kepol i sian Negara atas jumah gabungan dari pokok gaji/gaji bul anan
dan pokok pensi un ternaksud.

Kepada nereka yang nenerina gaji pokok/gaji bul anan nenurut perat uran

gaji yang berlaku bagi pegawai Negeri S pil atau anggota Kepoli sian

Negara di sanpi ng pokok pensiun yang berhak diterima sebelum 1 Mei

1963, di berikan :

a. tunjangan isteri (suam), tunjangan anak, tunjangan kenahal an
set enpat dan sunbangan paj ak Negara di hi tung nenurut persent asi
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai
Negeri S pil atau anggota Kepolisian Negara atas jumah
gabungan dari pokok gaji/gaji bulanan dan pokok pensiun
t er maksud,

b. t anbahan-t anbahan penghasi |l an, ternaksud pada pasal 2 ayat (2)
huruf e, peraturan ini dan,

C. per bai kan penghasi | an menurut ketentuan pada pasal 2 peraturan
ini.

Pasal 7.

Kepada janda dari seorang (bekas) pgawai Negeri S pil atau anggota
Kepol i sian Negara, yang berhak nenerina pensiun janda/ anak yatim sebagai
demkian disanping nenerina pensiun sebagai bekas pegawai  Negeri
S pil/anggota Kepolisian Negara, diberikan atas pensiun-pensiun tersebut
penghasi | an-penghasi lan lain yang berhak diterinanya nenurut Kketentuan-
ket ent uan yang berl aku terhadap masi ng- nasi ng pensi un itu.

Pasal 8.

Hal-hal yang belum diatur dan pel aksanaan ket ent uan- ket ent uan
peraturan ini diatur ol eh Menteri yang di serahi ol eh urusan pegawai .
Pasal 9.

Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada hari ditetapkan dan
nenpunyai daya surut sanpai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k
| ndonesi a.



D undangkan di Jakarta.
pada tanggal 13 Mei 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

ttd.
SUKARNQ

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Mei 1963.

Sekretaris Negar a,

ttd.
MOHD, | GHSAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 9 TAHUN 1963
TENTANG

PEMBER AN PERBAI KAN PENGHAS! LAN PENGHASI LAN

PERALI HAN KEPADA BEKAS PEGAVW NECER SIPI LY

ANGOTA KEPQLI S| AN NEGARA SERTA JANDA DAN
ANAK YATI M PI ATUNYA

UMM

Mengi ngat akan keadaan nereka yang nenerina pensiun dan/atau
tunj angan yang bersifat pensiun sebagai bekas pegawai Negeri S pil/anggota
Kepol i sian Negara serta janda dan anak yatinmipiatu nereka, dianggap perlu
untuk dalam batas kenungki nan keuangan Negara nenerlukan perbai kan
penghasi | an kepada nereka itu nmenurut cara yang nudah di | aksanakan.

Osanping itu dianggap perlu pula untuk nulai nengusahakan adanya
penyeder hanaan dari beberapa ketentuan kepegawai an yang berlaku bagi
golongan penerina pensiun dan atau tunjangan yang bersifat pensiun
t er maksud.

Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang digaji dengan rupiah
Irian Barat dan nereka yang nenerinma gaji dalam mata uang asing seperti
unpananya nereka yang berada di daerah Kepul auan R au.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Qukup | el as.
Pasal 2
Ayat (1) : Qukupj el as.
Ayat (2) : nenurut Peraturan Penerintah No. 47 tahun 1951)

. (Lenbaran-Negara tahun 1952 No. 77), juncto Peraturan
Pererintab No. 36 tahun 1954 (Lenbaran-Negara tahun 1954
No. 57)

a. Qukup j el as



b. Tunj angan kerahal an daer ah
C. Tunj angan kel uar ga
hur uf d. Tunj angan kemahal an unum nenurut Peraturan Penerintah No. 35
tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun 1951 Nbo. 89) juncto Peraturan
Pernerintah No. 61 tahun 1958 (Lenbaran- Negara tahun 1958 No.
147);
hur uf e. Tanbahan-t anbahan penghasil an nenurut Peraturan Penerintah No.
7 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tabun 1959 Nb.10) juncto
Peraturan Penerintah No. 225 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun
1961 No. 281);
huruf f. Sunbangan paj ak Negara yang ber| aku bagi penerina pensi un.
Ayat (3) : Qukup | el as.
Pasal 3
Ayat (1) : Qukup j el as.
Ayat (2) : huruf a. Qukup j el as
hur uf b. Tunjangan anak menurut yang berlaku bagi
pegawai Neger i Sipil/anggota Kepoli sian
Negar a.
huruf c. Tunj angan kemahal an unum
hur uf d. Sunbangan paj ak Negar a
huruf e. Tunj angan kenahal an set enpat .
Ayat (3):
G&ji pokok yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, adal ah
gaji pokok nmenurut Peraturan-peraturan gaji pegawai  Negeri
S pil/anggota Kepolisian Negara yang berl aku sebel um "PGN 1961
/PG PQL. 1961".
Ayat (4):
a. s/d f:Periksal ah penjel asan pasal 2 ayat (2) peraturan ini.
Pasal 4.
Ayat (1): Qukup jelas.
Ayat (2): huruf a. s/d e : Periksal ah pasal 3 ayat (2) peraturan ini.
Ayat (3): Qukup jelas.
Ayat (4): huruf a s/d f : Periksalah penjelasan pasal 2 ayat (2)
peraturan ini.
Pasal 5.
Qukup j el as.
Pasal 6
Ayat (1) : cukup j el as.
Ayat (2) : huruf a. Qukup j el as.

huruf b j um ah tanbahan-tanbahan penghasilan adal ah
sana dengan jum ah t anbahan- t anbahan
penghasi | an menurut pasal 2 ayat (2) huruf e
peraturan ini.



huruf c jum ah  perbai kan- perbai kan adalah  sama
dengan jum ah per bai kan- penghasi | an nenur ut
pasal 2 peraturan ini.

Pasal 7.
Qukup j el as.

Pasal 8.
Qukup j el as.

Pasal 9.
Qukup j el as.

Ter nasuk dal am Lenbar an- Negar a dal am 1963, No. 35.

D ket ahui
Pej abat Sekretaris Negara,

Tt d.
AW SURIQAD NI NGRAT (S.H).
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